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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur 

negara. 

Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. 

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis 

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin Kerja Pegawai menurut The Liang Gie (1989:96) 

adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk 

pada suatu peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Artinya semua orang yang berada 

dalam suatu organisasi tersebut mematuhi segala peraturan yang ada, tanpa adanya paksaan 

dan dorongan atau dengan kata lain para pegawai mematuhi segala peraturan dengan sukarela. 

Pada dasarnya jiwa kedisiplinan mutlak harus dimiliki, ditanamkan dan dipupuk oleh 

setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur birokrasi dalam pelaksanaan berbagai rutinitas 

keseharian, hal ini mengingat eratnya hubungan antara disiplin dalam kerja dengan motivasi 
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kerja yang berimbas pada produktivitas dan pelayanan prima pada masyarakat yang juga 

merupakan tujuan dari reformasi birokrasi. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan 

bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat 

tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang bersih serta berwibawa di mata 

masyarakat. 

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah aparatur 

yang seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi moral maupun 

dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang 

ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan 

harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan 

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja, dengan 

maksud untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk 

meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat, oleh sebab itu 

aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai penggerak 

dalam menjalankan roda pemerintahan. 
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Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan 

bermoral sebagai penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri 

Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan ketaatan untuk mengikuti aturan yang menjadi 

tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (Sedarmayanti, 2009). Untuk mewujudkan sikap disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, maka pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengamanatkan 

ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. 

Sebagai implementasi dari amanat pasal 30 UU. No.43 Tahun 1999 tersebut, maka 

ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (PP.53 Tahun 2010) tersebut merupakan pedoman dalam membina dan 

menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih 

produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Kebijakan tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam PP. No. 53 Tahun 2010 antara lain memuat secara 

jelas tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh 

semua Pegawai Negeri Sipil, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin 

dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar 

yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan 

memperbaiki diri pada masa yang akan datang. 
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Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin 

yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, mulai dari teguran lisan, penundaan 

kenaikan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak dengan hormat. Hal ini dimaksudkan 

sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam 

menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang 

berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tersebut. 

Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat 

harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat 

dan negara. Akan tetapi, sering kali masih di dapati aparat pemerintahan yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan seperti datang terlambat, bermalas-malasan dalam 

bekerja, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang 

menimbulkan kurang efektifnya kinerja pegawai dan dapat menghambat kelancaran 

pemerintahan, pembangunan nasional dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan pada 

masyarakat. 

Penelitian ini dipersempit dengan hanya meneliti di Kecamatan Seberang Ulu II. Hal 

ini dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup agar penelitian dapat dilakukan dengan baik 

dan data yang diperoleh valid. Dalam pemilihan tahun pelaksanaan program, peneliti memilih 

di tahun 2016 hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Palembang telah menjatuhkan sanksi 

kepada 20 PNS yang melakukan indisipliner selama tahun 2016. Enam PNS terpaksa 

diberhentikan tidak dengan hormat karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang 

salah satunya Pegawai Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Hal ini setelah melalui putusan 

inkrah dari pengadilan. Kemudian 2 PNS berhenti dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

lantaran banyak bolos. PNS ini golongan 3D eselon 4 dinilai bolos kerja dari bulan Juni 2015 

sampai terus menerus. Lalu ada 6 PNS turun pangkat selama 3 tahun lantaran tidak masuk 
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(indisipliner) rata-rata golongan 3. Kesalahannya mereka bolos terhitung selama 26-30 hari 

kerja dalam setahun. Ada lagi 3 PNS turun pangkat selama 1 tahun lantaran tidak masuk 

(indisipliner) rata-rata golongan 3, yang salah satunya merupakan Pegawai Kecamatan 

Seberang Ulu II yang tidak masuk kerja dari bulan Januari hingga Maret 2015). Terakhir 

Pemkot Palembang pada tanggal 1 November 2016 mengeluarkan SK penjatuhan hukuman 

disiplin empat PNS. Masing-masing 1 tahun satu orang, dan 3 tahun 3 orang. 

(Sumber:http://palembang.tribunnews.com/2016/12/20/17-pns-pemkot palembang-kena- 

sanksi-indisipliner. Diakses pada tanggal, 2 Maret 2017) 
 

Selanjutnya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan pemasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan 

PP. NO. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Seberang Ulu II 

Palembang. 

Pertama, PNS dalam lingkungan Kantor Camat Kecamatan Seberang Ulu II Palembang 

didapati belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan kewajiban PNS, seperti halnya 

keluar masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang di tetapkan yaitu pukul 07.30 sampai 

dengan 16.00, ketentuan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin 

PNS, akan tetapi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 

1995 tentang Hari Kerja   Di   Lingkungan   Lembaga   Pemerintah (“Keppres 

68/1995”) sebagai berikut: 

1. Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. 

2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat: Jam 

12.00 - 13.00. 

http://palembang.tribunnews.com/2016/12/20/17-pns-pemkot%20palembang-kena-sanksi-indisipliner
http://palembang.tribunnews.com/2016/12/20/17-pns-pemkot%20palembang-kena-sanksi-indisipliner
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b. Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30. Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00. 

 

3. Jam kerja dalam angka 1 dan 2 tidak berlaku bagi: 

 

a. Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. 

b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). 

Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 28 Februari 2017, pada pukul 14.00 WIB 

beberapa pegawai terlihat sudah meninggalkan kantor dengan berbagai alasan masing-masing, 

yang mana hal ini tidak sesuai dengan kewajiban PNS yang tertuang dalam pasal 3 nomor 5 

dan 7 PP. NO. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS wajib 

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 

sendiri, seseorang, dan/atau golongan. (Sumber: Observasi awal penulis tanggal 28 Februari 

2017) 

Kedua, pengawasan langsung oleh pimpinan terkait disiplin PNS cenderung rendah, hal 

ini di buktikan masih adanya praktik KKN (tabel 1.2) dan tindakan indisipliner berupa masih 

kerap dijumpai adanya beberapa pegawai dan staf yang merokok di dalam ruangan kantor, 

padahal di ruang kantor itu sudah sangat jelas tertera himbauan berupa stiker yang berbunyi, 

“DILARANG MEROKOK” namun hal ini sepertinya sama sekali tidak di indahkan oleh 

beberapa pegawai tersebut, yang pada saat itu juga ada beberapa masyarakat termasuk penulis 

yang sedang berada di tempat yang sama, serta Pak Camat nya sendiri, yang tidak melakukan 

teguran apapun terhadap pegawai tersebut, hal ini tidak etis untuk di pertontonkan oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil. 
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Gambar 1. Pegawai yang Merokok Di Dalam Ruangan. 
 

Tindakan ini sangat tidak sesuai dengan kewajiban PNS yang salah satunya adalah 

menjaga martabat PNS serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Observasi penulis pada tanggal 28 Februari 2017). 

 

 
Tabel 1 Rekapitulasi Absen Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kecamatan 

Seberang Ulu Ii Bulan Oktober, November Dan Desember Tahun 2016 
 

 
NO 

 
NAMA 

 
NIP 

 
JABATAN 

 
GOL 

JUMLAH HARI 

KERJA 

JUMLAH HADIR 

(HARI / %) 

TIDAK HADIR 
JUMLAH 

HARI / % SAKIT IZIN CUTI DINAS TK 

1 M. Ichsanul Akmal, S.Sos, M.Si 19691127 19909 1 001 Camat IV/a 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

2 H. Purba Sanjaya, SSTP.MM 19861014 200412 1 001 Sekcam III/c 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

3 Indrajaya, S.Sos 19680502 199009 1 001 Kasi. Pemerintahan III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

4 Adyadma Pranusa Wijaya, SIP 19880725 200701 1 002 Kasi. Trantib III/c 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

5 Korades Untea, S.Sos 19621202 1998503 1 001 Kasi. PMK III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

6 Aris Varisal 19760408 200701 1 024 Kasi. Kesos III/c 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

7 Zunaidi, SH 19600426 198903 2 001 Kasi. Pelayanan Umum III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

8 Hj. Nuraini, S.IP 19660630 198603 2 005 Kasubag. Umum/Kepegawaian III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

9 Westy Olivia Kusumaningsih, SE,MM 19771101 201001 2 007 Kasubag. Perencanaan/Keuangan III/b 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

10 Nasrudin T 19601123 198203 1 004 Fungsional Pelayanan Umum III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

11 H.M. Syukri 196110906 198410 1 002 STAF III/d 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

12 Kgs. Syahri Ramadhon, SH,MH 19760901 200501 1 000 STAF III/b 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

13 Asmalia Herliyanti, SE 19840605 2010 01 2 027 STAF III/b 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

14 Ferry Oktavian, SE 19751021 200902 1 000 STAF III/b 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

15 Hj. Triana Basri 19851220 2010012 2 001 STAF II/b 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

16 Sapril 19720206 201407 1 000 STAF II/a 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

17 Wahidah 19721224 201407 2 002 STAF II/a 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

18 Yurfin Elli 19720517 201407 2 000 STAF I/c 63 100% ­ ­ ­ ­ ­ 100% 

Sumber: data bidang Kepegawaian Kantor Camat Kecamatan Seberang Ulu II 
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Ketiga, Frekuensi kehadiran pegawai di Kecamatan Seberang Ulu II sangat rendah, hal 

ini diperkuat dengan adanya pegawai yang bolos kerja hingga 35 hari kerja yang tertera di tabel 

1.2. Namun, jika berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi absen PNS di Kantor Camat Kecamatan 

Seberang Ulu II dapat dikatakan sangat baik dengan persentase kehadiran 100%. Tetapi yang 

terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi yang terdapat pada rekapitulasi absen tersebut, 

penulis melihat sudah ada mesin absensi fingerprint tetapi mesin tersebut rusak dan tidak 

digunakan lagi untuk absensi PNS di Kantor Camat Seberang Ulu II yang kemudian kembali 

menggunakan absensi tanda tangan di rekap absensi harian, dan penulis mendapati bahwa 

mesin absensi itu sudah setahun penuh tidak di gunakan di kantor camat tersebut. 

Berdasarkan rekap absensi tanda tangan, sepanjang tahun 2016, di temukan cukup 

banyak absensi yang tidak sesuai dengan rekapitulasi absen, contohnya pada bulan Oktober, 

November dan Desember 2016 berupa adanya beberapa PNS yang mengosongkan absensi 

tanpa keterangan hingga 3 hari atau lebih dan beberapa lainnya berketerangan cuti sampai 

beberapa hari. Hal ini sedikitnya mengindikasikan juga adanya ketidakjujuran dalam 

rekapitulasi absen tersebut. Hal ini sangat di sayangkan karena seorang Pegawai Negeri Sipil 

seharusnya dapat bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara berkewajiban untuk “menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya” (PP. NO. 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9 dan 13). 
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Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Seberang Ulu II Kota 

Palembang Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2016 
 

NO. NAMA/NIP/GOL KASUS 

 

PELANGGARAN 

HUKUMAN NOMOR/TGL. 

 

KEPUTUSAN 

1. (Tidak disebutkan) Terbukti secara sah 

dan meyakinkan 

bersalah 

melakukan tindak 

pidana korupsi 

terhadap kasus 

pengadaan 10 unit 

mobil dump truck 

TA.2012 pada 

Dinas Kebersihan. 

Pemberhentian 

Tidak Dengan 

Hormat Sebagai 

PNS. 

Nomor: 

888/04/BKD- 

Diklat.VII/2016 Tgl. 

01 Juni 2016 

2 (Tidak disebutkan) Ybs. Terbukti tidak 

masuk  kerja   dan 

tidak 

melaksanakan 

tugas dari bulan 

Juni 2015 sampai 

saat ini secara terus 

menerus  tanpa 

keterangan  yang 

sah. 

Penurunan 

Pangkat Setingkat 

Lebih Rendah 

Selama 3 Tahun 

Nomor:880/05/BKD 

 

-Diklat.VII/2016 

Tgl. 18 Agustus 

2016 
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3 (Tidak disebutkan) Ybs. Terbukti tidak 

masuk  kerja dan 

tidak 

melaksanakan 

tugas  selama  35 

hari kerja  secara 

terus menerus dari 

bulan    Januari 

sampai dengan 

 

bulan Maret 2016 

Penurunan 

Pangkat Setingkat 

Lebih Rendah 

Selama 1 Tahun. 

Nomor:880/13/BKD 

 

-Diklat.VII/2016 

Tgl. 01 November 

2016 

Sumber: BKD PSDM Kota Palembang 2016 

 
Berdasarkan tabel di atas, cukup banyak PNS dari Kecamatan Seberang Ulu II yang 

melakukan pelanggaran disiplin, hal ini semakin memperkuat alasan mengapa penulis ingin 

meneliti sejauh mana penerapan aturan disiplin PNS di terapkan di Kantor Camat Seberang 

Ulu II Palembang. 

Pegawai di lingkungan Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang sebagai salah satu 

unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di bidang kependudukan di 

lingkungan Kantor Camat Seberang Ulu II, dan sosok pegawai yang mampu memainkan 

peranan tersebut adalah pegawai yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap 

disiplin yang tinggi, karenanya kedisiplinan pegawai sangat penting dalam mengoptimalkan 

tugas-tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Bagaimana penegakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan 

Seberang Ulu II Kota Palembang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Seberang 

Ulu II Kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat akademis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

 

a. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur 

terhadap kajian studi ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai proses evaluasi 

kebijakan publik. 

b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi Kantor 

Camat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang terutama dalam mengoptimalkan 

evaluasi kebijakan pemerintah dalam penegakan aturan dan penjatuhan hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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